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BUkU ini terdiri atas 11 bab dan dilengkapi dengan 2 lampiran danindeks. Di dalam Pendahuluan diuraikan tentang perestorika
Amerika Serikat yang memberikan gambaran bahwa sejak tahun 1980
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah menurun, bahkan
pada tahun 1990-an penurunan kepercayaan tersebut cukup tajam
sehingga dapat dikatakan p,emerinta4an sudah mati atau I1!;~nemui jalan
buntu. Sehubungan dengan itu, tidak mengherankan jika hanya 5 %
warga Amerika Serikat yang akan memilih jabatan dalam pemerintahan
dan hanya 13% dari pegawai tinggi federal yang merekomendasikan
karier pegawai negeri. Pada tahun 1990 USA mengalami defisit yang
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tradisional yang sifatnya meIJgatur, menguasai menuju ke arah
memberikan kesempatan kepada masyarakat. <Langk.ah pertama untuk
mewirausahakan birokrasi adalah pemerintah lebih mengutamakan
kegiatan yang bersifat mengarahkan dari pada kegiatan yang sifatnya
mengatur. Konsekuensinya, periu ada redistribusi kepenguasaan dan
pemerintah.Secara tradisional, peran pemerintah adalah mengatur dan
kurang mengedepankan dialog. Dalam konsep bam, peran pemerintah
diharapkan lebih bersifat mengarahkan pada dialog serta membangun
kemitraan dengan swasta khususnya kegiatan yang berkaitan dengan
pelayanan.
Langkah kedua dilakukan dengan cara menempatkan pemerintah
sebagai milik masyarakat, dengan mengutamakan memberikan
wewenang ketimbang melayani. Pemberian wewenang kepada
masyarakat dipandang sebagai suatu tradisi yang telah herlaku di
Amerika, mengingat negara Amerika Serikat merupakan sebuah bangsa
yang terdiri dari berbagai kelompok organisasi masyarakat yang
mandiri. Jika para birokrat tetap mengendalikan pelayanan publik,
berarti akan mengurangi kepercayaan dan kompetensi warga masyarakat
sehingga akan berdampak pada ketergantungan, dan adanya keter-
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gantungan surlah tentu kurang menguntungkan. Dengan adanya pem-
benan kewenangan kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat
akan meningkat Dicontohlsan dalam bidang pendidikan~ para orang, tua
,. membentuk dewan sekolah dan dewan ini bertindak sebagai' 'direksi,
mempekerjakan dan menentukan kepala sekolah atas dasar jasa atau
prestasi kerjanya dan bukan atas dasar senioritas belaka. Dengan
memberikan kewenangan kepada masyarakat diharapkan akan dapat
membangkitkan kepercayaan serta mampu memberikan solusi yang
lebih baik., mengingat masyaraakat memiliki komitmen yang lebih
tinggi serta lebih memahamimasalahnya~ dan dapa! menegakkan
standar perilaku yallg lebih efektif
:Langk~Jlketiga p~rlunya pemerintah~n yang kompetitifyakni
perlunya persaingan dalan1 tl}emberikan pelayanan. Kompetisi yang
sehat akan memberikan keuntungan antara lain terjadinya etlsiensi yang
lebih besar., meningkatkan respon terhadap kebutuhan pelanggan,
mendorong inovasi, dan membangkitkan rasa harga diri maupun
semangat juang. Langkah keempat, perlu adanya perubahan dalam tata
kerjapemerintahan, yakni mengubah dan sistem pemerintahanyang
digerakkan oleh peraturaIl 1l1enuju pemerintallHll yang digerakkan oleh
misi. Misi yang akan dicapai helldaknya dipandang sebagai ara'h
kebijakan pemerintah. Organisasi yang digerakkan dengan misi ternyata
memilikikeuntungan, yakni akan lebih efisien dan efekti£ inovati£:
fleksibel, serta memiliki semangat kerja yang lebih tinggi. Sehubungan
dengan itu, disarankan dalam menyusun anggaran periu didasarkan pada
misi. Dcmikian juga dalarn mcnentu1<~an personalia. Untuk dapat
membangun organisasi yang digerakkan dengan misi, perlu ada
pernyataan tentang misi, serta mengorganisasi berdasarkan misi dan
hukan berdasarkan atas ~kuasaan.
Langkah kelima adalah menciptakan pemerintahan yang ber-
orientasi pada hasil. Untuk menilai suatu hasil dilakukan dengan kriteria
kepuasanpelayanan, tingkat partisipasi masyarakat, serta kualitas
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mendekatkan kepada kebutuhan rakyat. Langkah ketujuh
adalah pemerintahan wirausaha merupakan pemerintahan yang
o'rientasi untuk menghasilkan dari pada hanya sekedar membelanjaan.
Jika orientasi pemerintahan hanyQ pada pengeluaran maka akan terjadi
pemborosan. Untuk itu perlua ada perubahan orientasi yang mendorong
kekuatan dan motifbahwa setiap pengeluaran hendaknya dapat meng-
hasilkan target tertentu. Memang diakui bahwa untuk dapat menghasil-
kan diperlukan biaya. Biaya tersebut dapat dikenakan kepada mereka
yang mendapatkan manfaat kegiatan yang bersangkutan. Pembiayaan
atau pengeluaran hendaknya dipandang sebagai kegiatan menabung
sehingga setiap pengeluaran atau investasi dimasudkan untuk
mendapatkan hasil. Untuk itu periu diadakan pengubahan pada diri
manajer publik tennasuk pada birokfat agar selalu bertindak dan berpikir
sebagai wirausaha, bersifat inovatif: efisien, serta berani melakukan
investasi.
Langkah kedelapan adalah pemerintahan yang antisipatif sehingga
periu bertindak cepat dan mempersiapkan diri terhadap keadaan yang
akan terjadi berdasarkan data dan trend yang ada pada saat kini. Oleh
sehab itu, periu menerapkan prinsip mencegah lebih baik dari pada
mengobati. Dalam sistem pemerintahan tradisonal,umumnya kegiatan
yang dilakukan lebih banyak yang bersifat reaktif: menyelenggarakan
269
Caktltwala·Pendidlkan, Juni 2002, Th. XXI, No. 2
pelayanan jasa untuk mengurangi masalah. Misalnya untuk menang-
gulangi masalah kesehatan, pemerintah mendanai perawatan kesehatan.
Untuk mengurangi kejahatan, pemerintah mendanai polisi yang lebih
banyak. Dalam pemerintahan yang antisipatit: oalam mengurangi masa-"
lah .kesehatan. pemerintah membanguan sarana air bersih, pengolahan
limbah, pengawasan makanan, menyelenggarakan vaksinasi dan
sebagainya, yang semua kegiatan merupakan upaya pencegahan.
Kegiatan pencegahan macam inidiharapkan akan lebih dapat memecah-
kan masalah dari·pada hanya memberikanpelayananjasa. Untuk dapat
mengantisipasi keadaan yang .akan timbul perlu melakukan analisis
berbagi tantangan yang kemung·kinan akan terjadi kemudian memper-
siapkan langkah-langkah antisipatif. 'Dengan melakukan kegiatan-
kegiatan yang sifatnya antisipatif terhadap··· apa yang akan terjradi
diharap-kan dampaknegatif akan dapat diminimalisasi serta
penlbiayaan untuk mengatasihal tersebut akan lebih sedikit, serta akan
dap.at 111enghinda.rkan diri dari kemungkinan krisis yang timblll,
Sehubungan dengan itu, maka pemerintah hendaknya memiliki
pandangan ke depan dan dapat mengantisipasi akan yang akan terjadi
pada masa depan, selanjutnya merumuskan sejumlah kegiatan daIam
suatu kerangka rencana strategis. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya
sekedar kegiatanyang sifatnyarutin.Untuk keperluan penyusun strategis
dan penganggaran jangka panjang dapat dibentuk komisi masa depan.
,
Langkah ke sembilan adalah pemerintahan desentralisasi. Pada
waktu lima puluh tahun yang lalu, pemerintahan yang tersentralisasi
sangat diperlukan. Karena pada masa itu teknologi informasi masih
primiti£: komunikasi antar lokasi masih sangat lamban, sumber claya
manusia masih lemah. Namun, pada masa killi keadaan telah berubah,
dimana teknologi komullikasi berkembang pesat, komukasi antar daerarr
berjalan lancar bahkan untuk daerah terpencilpun dapat terlayani
komunikasi, sumber daya manusia berkuaJitas, sarana dan prasarana
umum lengkap dan memadai. Bahkan perubahan keadaan dalam era
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saat dan menciptakan
terbukanya gagasan dan
. yang lebih baik; lebih inovatif
dan para pelaksana di lapangan dan
.,,--:---r...,.r-J-" JI..... ""JL.Jl.Jl.Jl. ....Jl.Jl.JL .....'JLJL yang tinggi
sehingga produktivitas yang' dicapai akan semakin meningkat. Dalam
rangka mendesentralisasikarl organisasi publik perlu dikembangkan·
manajemen partisipatif Manajemen partisipatif akan berjalan baik
dalam organisasi publik yang entrepreneurial pada seluruh tingkatan
orgamsasl.
Langkah kesepuluh adalah pemerintahan yang berorientasi pada
pasar, dimana perubahan-perubahan dan kebijakan-kebijakan yang
dilakukan melalui mekanisme pasar. Jika dibandingkan dengan
manajemen administratif, mekanisme pasar memiliki beberapa
keunggulan, antara lain: (a) lelJih kompetiti( sehingga lebih efisien
serta mutu produk dan pelayanan terjaga; (b) mendorong pelanggan
untuk membuat pilihan, mengingat jumlah produk relatif cukup banyak
baik jumlah maupun jenisnya; (c) clapat memberikan respon yang lebih
cepat terhadap perubahan yang terjadi.
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam duma usaha,
Pemerintah menyadari perlunya pengembangan budaya wirausaha bagi
seluruh masyarakat Indonesia. Sebenamya sejak akhir Orde Bam,
pemerintah telah berusaha keras, mengembangkan budaya wirausaha
dengan melibatkan menteri, gubemur bank sentral serta
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gubemur.Ketujuh belas menteri yang dilibatkan dalam pengembangan
budaya kewirausahaan adalah menteri : Koperasi dan PPK~ Perhubung-
an, Perdagangan, .Pertanian, Pekerjaanymum, Pertambangan dan
Energi, Pariwisata Pos'dan Telekomunikasi, Keuangan, Tenaga Kerja,
Pendidikandan Kebudayaan, Peneraaangan, Agama, Dalam negeri,
Meneteri Negara PPNIKetua Bappenas, Meneg Kependudukan I Ketua
BKKBN, Meneg Pemuda dan Olah raga. Pengembangan budaya
wirausaha ini tertuang dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995
tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan
Kewirausahaan. Jika dibandingkan dengan ide mewirausahaan
birokrasi, pembudayaan kewirausahaan ini masih bersifat sentralistis
sesuai dengan pola·kepemimpinan pada s~at itu. Dalam Pemerintah~n
Reformasi, yang dimulai ~"'ofeh Preslden Habibie hingga kini
pembudayaan kewirausahaan dilakukan secara terdesentralisasi yakni
pemerintah menciptakaniklim usaha yang lebih kondusif bagi UKM
dan golongan ekonomi lemah serta memberikan kredit lunak bagi UKM.
Pada tingkat perguruaan tinggi diprogramkan pula kegiatan untuk
membuda:yakan kewirausahaan baik dengan jalan memberikan
kesempataan yang, .luas menyebarluaskan pengetahuan dasar kewira-
usahaan,·pembent11kan sikap wirausaha pada mahasiswa, meningkatkan
kegiatan m~gang kewirausahaan, penyelenggaraan kopnsultasi bisnis
da~ penempatan·kerja,menyel~nggarakan inkubator bisnis, serta
perintisan program usaha danjasa industri. Untuk merealisasi program
pembudayaan kewirausahaan di perguruan tinggi, pemerintah
memberikan dana stimulanyang dikelola oleh Direktorat Pendidikan
Tinggi yang kemudian dituangkan dalam Program Pengembangan
Budaya Kewirausahaan.
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